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  Periode IV Tahun 2019 
 
 

Kepada Yth. 
1. Pimpinan Perguruan Tinggi  
2. Kepala LL Dikti I s.d. XIV 
3. Pengelola  Jurnal Ilmiah  
di seluruh Indonesia 
 
Dengan hormat, 
 
Sehubungan dengan hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2019 dan telah diterbitkannya Surat 
Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 23/E/KPT/2019, tanggal 8 Agustus 2019, dengan hormat bersama ini kami 
sampaikan hasil akreditasi sebagaimana terlampir. Adapun ketentuan penerbitan sertifikat akreditasi 
sebagai berikut: 
1. Bagi usulan akreditasi baru maka sertifikat akreditasi akan diterbitkan dan diberikan kepada pengelola 

jurnal; 
2. Bagi usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi naik peringkat maka sertifikat akreditasi akan 

diterbitkan dan diberikan kepada pengelola jurnal;  
3. Bagi usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi peringkatnya tetap dan telah memiliki sertifikat yang 

masih berlaku masa akreditasi, maka sertifikat baru tidak akan diterbitkan, dan sertifikat sebelumnya 
dapat digunakan sampai berakhir masa berlakunya;   

4. Bagi pengelola yang sudah terakreditasi dan namanya tercantum dalam SK sebelumnya serta belum 
memiliki sertifikat dapat meminta sertifikat terdahulu; 

5. Penerbitan sertifikat dilakukan secara bertahap paling cepat 2 minggu setelah pengumuman ini dan 
dilakukan pemutakhiran data di laman http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals, penyerahan sertifikat 
dilakukan secara bertahap, dan apabila mendesak dapat mengambil di Subdit Fasilitasi Jurnal Ilmiah 
dengan konfirmasi kepada Sdr. Pandji di nomor telepon 087889098911 dan whatsapp (wa) 
08985050111; 

6. Bagi pengelola jurnal yang ingin naik peringkat bisa mengajukan usulan akreditasi ulang dengan 
mengajukan 1 nomor/issue terbaru melalui https://arjuna.ristekdikti.go.id. 

 
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.  
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SALINAN 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR 23/E/KPT/2019 

 
TENTANG 

 
PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE IV  

TAHUN 2019 
 

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, 

 
Menimbang :  a. bahwa berdasarkan hasil akreditasi jurnal ilmiah yang 

ditetapkan oleh Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 1 April 2019 dan 
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah, perlu 
menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV 
Tahun 2019; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal 
Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi 
Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2019; 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5336); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); 

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet 
Kerja Periode Tahun 2014-2019; 

5. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan 
Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 
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6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2019; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);  

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah  (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428); 

9. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan 
Pengembangan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Akreditasi Jurnal Ilmiah; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN 
PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN 
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI 
JURNAL ILMIAH PERIODE IV TAHUN 2019. 

KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV 
Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan 
Direktur Jenderal ini. 

KEDUA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun mulai dari nomor 
penerbitan yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini. 

KETIGA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU dapat mengajukan kembali kenaikan peringkat setelah 
menerbitkan minimal 1 (satu) nomor penerbitan. 

KEEMPAT : Setiap jurnal ilmiah wajib mencantumkan masa berlaku 
akreditasi dengan menuliskan peringkat, tanggal penetapan dan 
tanggal akhir masa berlaku akreditasi. 

KELIMA : Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan 
Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah, maka status akreditasi 
jurnal ilmiah yang bersangkutan dapat dicabut atau 
diturunkan. 
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KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

 

 Ditetapkan di Jakarta 
 pada tanggal   8 Agustus 2019 
DIREKTUR JENDERAL 
PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN, 
 
TTD. 
 
MUHAMMAD DIMYATI 
NIP 195912171984041001 
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembngan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama dan Layanan Informasi, 
 

TTD. 

Syarip Hidayat 
NIP 197306101997031004 
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SALINAN 
LAMPIRAN 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN 
RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN 
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR   23/E/KPT/2019 
TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL 
ILMIAH PERIODE IV TAHUN 2019 

  
PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE IV TAHUN 2019 

 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 

2 1 Agriekonomika 24076260 Jurusan 
Agribisnis, 
Fakultas 
Pertanian, 
Universitas 
Trunojoyo Madura 

Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai Volume 8, 
Nomor 1 Tahun 
2019 

2 Agromet 2655660X PERHIMPI 
kolaborasi dengan 
Departemen 
Geofisika dan 
Meteorologi, IPB 

Usulan baru 
mulai Volume  31 
Nomor 2 Tahun 
2017  

3 Al-Kauniyah: 
Jurnal Biologi 

25026720 Fakultas Sains dan 
Teknologi 
Universitas Islam 
Negeri Syarif 
Hidayatullah 
Jakarta 

Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai Volume 11 
Nomor 2 Tahun 
2018 

4 Buletin Kebun 
Raya (The 
Botanic Garden 
Bulletin) 

24601519 Pusat Konservasi 
Tumbuhan Kebun 
Raya - LIPI 

Reakreditasi 
tetap di peringkat 
2 mulai Volume 
22 Nomor 1 
Tahun 2019 

5 COUNS-EDU: 
The 
International 
Journal of 
Counseling and 
Education 

25483498 Indonesian 
Counselor 
Association (IKI) 

Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai Volume 4, 
Nomor 1 Tahun 
2019 

6 Fikrah: Jurnal 
Ilmu Aqidah 
dan Studi 
Keagamaan 

24769649 Prodi Ilmu Aqidah 
dan Filsafat Islam 
Fakultas 
Ushuluddin IAIN 
Kudus 

Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai Volume 6 
Nomor 2 Tahun 
2018 

7 IJCSAM 
(International 
Journal of 
Computing 
Science and 
Applied 
Mathematics) 

24775401 Jurusan 
Matematika 
FMIPA-Institut 
Teknologi Sepuluh 
Nopember 

Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 2 
mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2019 
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18 Jurnal 
Kedokteran 
Brawijaya 

23380772 Fakultas 
Kedokteran 
Universitas 
Brawijaya 

Reakreditasi 
tetap di peringkat 
2 mulai Volume 
30 Nomor 3 
Tahun 2019 

19 Jurnal 
Konseling dan 
Pendidikan 

23376880 Indonesian 
Institute for 
Counseling, 
Education and 
Therapy (IICET) 

Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2019 

20 Jurnal 
Teknologi 
Laboratorium 

25800191 Poltekkes 
Kemenkes 
Yogyakarta 

Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 2 
mulai Volume 8 
Nomor 1 Tahun 
2019  

21 JWP (Jurnal 
Wacana Politik) 

25492969 FISIP Universitas 
Padjadjaran 

Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 2 
mulai Volume 3 
Nomor 2 Tahun 
2018 

22 Law Reform 25808508 Program Studi 
Magister Ilmu 
Hukum Fakultas 
Hukum Universitas 
Diponegoro 

Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai Volume 15 
Nomor 1 Tahun 
2019 

23 MNJ - Malang 
Neurology 
Journal  

24425001 Program Studi 
Pendidikan Dokter 
Spesialis I 
Neurologi Fakultas 
Kedokteran - 
Universitas 
Brawijaya 

Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai Volume 5 
Nomor 2 Tahun 
2019 

24 Persona: Jurnal 
Psikologi 
Indonesia 

26155168 Fakultas Psikologi 
Universitas 17 
Agustus 1945 
Surabaya 

Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 4 ke 2 
mulai Volume 8 
Nomor 1 Tahun 
2019  

25 Psikis : Jurnal 
Psikologi Islami 

25496468 Program Studi 
Psikologi Islam 
Fakultas Psikologi 
Universitas Islam 
Negeri Raden 
Fatah Palembang 

Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2019 

26 The Indonesian 
Accounting 
Review 

2302822X Research Center 
and Community 
Services (PPPM) 
STIE Perbanas 
Surabaya 

Usulan baru 
mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2017 

27 The Indonesian 
Journal of 
Accounting 
Research 

26551748 Ikatan Akuntan 
Indonesia-
Kompartemen 
Akuntan Pendidik 

Usulan baru 
mulai Volume 20 
Nomor 2 Tahun 
2017 
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Binding Legal Force of Supreme Court Decision over General Election Commission

Madaskolay Viktoris Dahoklory1*, Fifiana Wisnaeni2
1Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

2Faculty of Law, Universitas Diponegoro
*dorisdahoklory@gmail.com

ABSTRACT

Election Commission Regulation Number 26 Year 2018 established by the General Election Commission as a
Follow-up to the Constitutional Court Decision Number 30 / PUU-XVI / 2018 which basically prohibits
candidates for Regional Representative Council who are concurrently acting as administrators of political
parties but the General Election Commission’s rules are canceled by the Supreme Court based on its decision
Number 65 / P / HUM / 2018. The purpose of this study is to analyze and find out whether the Supreme
Court’s Decision has binding legal force over the General Election Commission. The research method used is
juridical-normative and qualitative analysis. The research results show that the Supreme Court Decision which
nullifies legal norms in the General Election Commission Regulation still has binding legal force because in
principle every judge’s decision must be considered valid according to the law until there is equipment (res
judicata pro veritate habetur), as well as the juridical decision of the Supreme Court immediately published in
the State news, with the enactment of the Supreme Court’s Decision it would naturally become the basis for
the validity of the a quo Decision. The decision issued by the Supreme Court indirectly gave birth to a legal
obligation for the General Election Commission, for that the General Election Commission must carry it out
properly. Therefore, the Election Supervisory Body needs to oversee the election commission in carrying out
the mandate of the decision.

Keyword : Supreme Court’s Decision; Judicial Review; The Election Commission Regulations.

ABSTRAK

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum
sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya
melarang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang merangkap sebagai pengurus partai politik tetapi
peraturan Komisi Pemiliham Umum tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung berdasakan putusannya
Nomor 65/P/HUM/2018. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis serta mengetahui apakah Putusan
Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Komisi Pemilihan Umum. Metode penelitian
yang digunakan yaitu yuridis-normatif dan menganalisis secara kuailatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa
Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan norma hukum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tetap
memiliki kekuatan hukum mengikat karena setiap putusan hakim harus dianggap sah menurut hukum sampai
ada pembalatan (res judicata pro veritate habetur), begitu pula secara yuridis putusan Mahkamah Agung
langsung dimuat dalam berita Negara, dengan diundangkan Putusan Mahkamah Agung maka tentunya
menjadi dasar legitimasi berlakunya Putusan a quo. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung secara
tidak langsung telah melahirkan kewajiban hukum bagi Komisi Pemilihan Umum untuk itu Komisi Pemilihan
Umum wajib menjalankannya sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum
perlu mengawasi komisi pemilihan umum dalam menjalankan amanah putusan tersebut.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Agung; Judicial Review; Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
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ABSTRACT

National development planning model with its long-term time dimension in Indonesia is carried out with the
National Long-Term Development Plan (RPJPN) which replaces the Planned Overall National Development
(PNSB) and the General Outlines of the Principles of the State (GBHN). Based on the analysis of the data
obtained, it can be seen that since 2004 the use of the RPJN has turned out to cause fluctuating dynamics in
the existing development outcomes. The occurred changes resulted in inconsistencies in the direction of
development when there was a change of state development actors such as President, Governor, Regent/
Mayor, and other state institutions. The reason for this is that there is no permanent structure that can be used
as a reference for a long-term development programthat will be carried out by the managing state institutions,
particularly the government. Based on this, the aim of this study was to create a form of reformulation of the
principles of the state. This research was a normative research with a statutory, historical and conceptual
approaches. To answer this problem, the idea of the state principles was born which departed fromcombining
the advantages of PNSB, GBHN, and RPJPN which were then packaged into a new state principle system,
with ideological principle and technocratic strategy.

Keywords: GBHN; State Principles; PNSB; RPJPN.

ABSTRAK

Model perencanaan pembangunan nasional yang berdimensi waktu jangka panjang di Indonesia, dilakukan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menggantikan Pembangunan
Nasional Semesta Berencana (PNSB) dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Berdasarkan analisis
terhadap data yang diperoleh maka dapat diketahui bahwa sejak tahun 2004 penggunaan RPJN ternyata
menyebabkan terjadinya dinamika fluktuatif pada hasil pembangunan yang ada. Perubahan-perubahan yang
terjadi mengakibatkan inkonsistensi arah pembangunan ketika terjadi pergantian aktor pembangunan negara
yaitu Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota maupun lembaga negara lainnya. Alasan yang menjadi
penyebabnya adalah tidak adanya suatu struktur yang tetap dan yang dapat dijadikan rujukan program
pembangunan jangka panjang yang akan dilakukan oleh aktor pengelola lembaga negara khususnya
pemerintah. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menciptakan bentuk reformulasi dari
haluan negara. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan,
historis dan konseptual. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka lahirlah gagasan haluan negara yang
berangkat dari penggabungan kelebihan-kelebihan PNSB, GBHN, dan RPJPN yang kemudian dikemas
menjadi suatu sistem haluan negara yang baru, dimana memiliki prinsip ideologis dan strategis teknokratis.

Kata Kunci: GBHN; Haluan Negara; PNSB; RPJPN.
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ABSTRACT

Concerning narcotics crime in Indonesia in addition to the Police Investigator, the National Narcotics Agency
(BNN) also has the authority to conduct investigations and investigations. Search is part of the investigation
process, but is often constrained by a search warrant. The research method used is a normative legal
research method. This method uses a statutory approach and a conceptual approach. This research puts
forward secondary data in the form of binding legal material such as Law Number 35 of 2009 concerning
Narcotics (Narcotics Law), books and other legal research journals. The results of this study indicate Article 81
of the Narcotics Law states that Police Investigators and BNN investigators are authorized to conduct
investigations of the abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors. One of them is that an
ordinary search or normal search can be carried out by the investigator after first obtaining permission from the
head of the District Court, then searching under extraordinary and urgent circumstances, ie the investigator
can search without first obtaining permission from the head of the local District Court, however after a search
the investigator must immediately seek the approval of the head of the District Court.

Keywords: Investigator; Search Warrant; Narcotics Crimes.

ABSTRAK

Terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia selain Penyidik Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN)
juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penggeledahan merupakan bagian
daripada proses penyidikan, namun sering terkendala dengan adanya izin penggeledahan. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini mengedepankan data sekunder berupa bahan hukum
yang sifatnya mengikat seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika),
buku-buku serta jurnal penelitian hukum lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan Pasal 81 UU Narkotika
menyatakan bahwa Penyidik Kepolisian dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika. Salah satunya adalah upaya
penggeledahan secara biasa atau dalam keadaan normal dapat dilakukan penyidik setelah lebih dulu
mendapat izin dari ketua Pengadilan Negeri, kemudian penggeledahan dalam keadaan luar biasa dan
mendesak, yaitu penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu mendapatkan izin dari ketua
Pengadilan Negeri setempat, namun sesudah penggeledahan penyidik wajib segera meminta persetujuan
ketua Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Penyidik; Izin Penggeledahan; Tindak Pidana Narkotika.
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